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Menimbang

Mengingat

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANS! PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa dalam rangka - penyesuaian untuk menindaklanjuti Surat
Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia Nomor :  S-
0377/WPB.16/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Interpretasi Nomor
04 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa
Penyajian Kembali Laporan Keuangan yang menjelaskan Pemerintah
Daerah tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan Tahun
2014 berbasis kas men'uju akrual (CTA) menjadi laporan keuangan
Tahun 2014 berbasis akrual agar dapat diperbandingkan dengan laporan
keuangan Tahun 2015 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015,
maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daérah, yang dituangkan
dalam Peraturan Walikota Mojokerto. '

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No_mor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4502) sebagaimana f{elah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemernntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah 'Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerinfah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

‘Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

- Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20-13 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425) ;



Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. |

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR
76 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut :

Ketentuan LAMPIRAN i, Angka 16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI
KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN
ESTIMASI AKUNTANSI,_ DAN OPERAS| YANG TIDAK DILANJUTKAN,
Huruf D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, Angka 38 a diubah,
sehingga secara keseluruhan Angka 38 harus dibaca :

“38. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang

baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual
penuh, dilakukan:

a. Penyesuaian saldo awal atas pos-pos dalam Neraca pada
awal periode.

b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif periu
dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya
sesual Klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.”



Pasal ll

Peraturan Walikota ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahumya memerlntahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Da_erah Kota

Mojokerto.

E:)fitetapkan di Mojokerto |
pada tanggal 7 = Maret 2016

WALIKOTA MOJZKERTO

ttd
'MAZ/UD YUNUS

~ diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Maret 201§
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td

- MAS AGOES NIRBITO MW., S.H.. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 17
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007




